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Abstrak: Memasuki era society 5.0, pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek-

aspek humaniora terhadap proses penyelesaian masalah yang ada di sektor publik. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 

melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh KemenPANRB. Kemudian, 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara sekunder 

dari referensi terdahulu seperti buku, jurnal, serta dokumen publik yang berkaitan dengan fokus 

penelitian dan dianalisis menggunakan software NVivo12 Plus dengan pendekatan Cluster Analysis. 

Temuan studi ini menunjukkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah melakukan penguatan reformasi birokrasi melalui tata 

kelola perencanaan berbasis sistem merit di mana pada tahapan rekrutmen, pengangkatan, dan 

promosi, dilakukan pemeriksaan komparatif terhadap tingkat keahlian dan kompetensi masing-

masing aparatur yang memenuhi persyaratan jabatan dengan tetap memperhatikan aspek integritas 

dan moralitas. Namun, penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di Indonesia 

mengalami berbagai hambatan terkait masih dominannya patologi birokrasi, budaya korupsi, serta 

ketidaksiapan birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan publik 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh 

KemenPANRB dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju era Society 5.0 harus dilakukan 

secara tepat dengan merespons berbagai hambatan yang terjadi serta segala bentuk perubahan 

lingkungan dan perkembangan zaman. 
 

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi;  Society 5.0 

 

Abstract: Entering the era of society 5.0, the use of technology has begun to consider the humanities 

aspects of the problem-solving process in the public sector. Therefore, this study aims to determine 

the efforts to strengthen bureaucratic reform towards the era of society 5.0 through the governance 

of human resource development planning by the Ministry of State Apparatus Utilization and 

Bureaucratic Reform. Then, this study uses qualitative research methods with secondary data 

collection from previous references such as books, journals, and public documents related to the 

research focus and analyzed using NVivo12 Plus software with a Cluster Analysis approach. The 

findings of this study indicate that the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic 

Reform has strengthened bureaucratic reform through a merit system-based planning governance, 

where at the stages of recruitment, appointment, and promotion, an examination is carried out on 

the level of expertise and competence of each apparatus that meets the job requirements while 

taking into account the aspects of integrity and morality. However, strengthening bureaucratic 

reform towards the era of society 5.0 in Indonesia has encountered various obstacles related to the 

still-dominant bureaucratic pathology, a culture of corruption, and the unpreparedness of the 

bureaucracy for the use of technology and information in the orientation of public services to the 

community. Therefore, the planning for human resource development by Ministry of State 

Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform in strengthening bureaucratic reform towards the 

Society 5.0 era must be carried out appropriately by responding to various obstacles that occur as 

well as all forms of environmental change and development of the times. 
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Pendahuluan 

Memasuki era society 5.0, implementasi penggunaan teknologi sudah mulai 

memperhatikan aspek-aspek humaniora guna menciptakan berbagai tools pada proses 

pemecahan masalah-masalah sosial yang ada (Faruqi, 2019). Tentunya hal ini memerlukan 

pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal guna mendongkrak kredibilitas 

organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi di bidang informasi, 

komunikasi, dan teknologi (TIK), dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di masa 

depan (Rustandi, 2019). Kemudian, Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan good 

governance, maka SDM aparatur birokrasi haruslah selalu berorientasi pada pemanfaatan 

teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah, penyederhanaan berbagai regulasi dan 

juga dalam proses reformasi birokrasi (Mardawani & Relita, 2019). Pada dasarnya, upaya 

perbaikan struktural penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan, manajemen, dan 

sumber daya manusia dikenal dengan reformasi birokrasi (Adlin & Handoko, 2019; Ferizaldi, 

2018). Di mana hadirnya keinginan dalam reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai suatu 

proses untuk menyegerakan perubahan menjadi lebih baik dengan tujuan untuk mewujudkan 

birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel (Ferizaldi, 2019; 

Haning, 2018). 

Penguatan kapasitas SDM Aparatur sangat diperlukan oleh organisasi pemerintah baik di 

pusat maupun daerah sebagai upaya adaptasi terhadap era perkembangan yang terjadi (Parjaman 

et al., 2019). Tata kelola SDM juga memiliki peran strategis untuk mendukung kesuksesan dalam 

reformasi birokrasi Indonesia, di mana tahap awal dalam tata kelola SDM di sektor pemerintahan 

memiliki kesamaan dengan sektor privat yakni melakukan perencanaan SDM yang tepat dan 

akurat guna mencapai tujuan organisasi (Zaenuri, 2015). Kemudian, Perencanaan sumber daya 

manusia merupakan landasan untuk menyusun rencana kerja organisasi di divisi kerja sumber 

daya manusia. Suatu proses yang menjadi bagian penting dalam perencanaan SDM adalah 

merencanakan pengembangan dengan berkonsentrasi pada pendidikan dan pelatihan, transisi dan 

promosi, serta mengisi kekosongan jabatan yang membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman 

(Dzakiyati, 2018; Sudrajat, 2014). Dengan melaksanakan pengembangan SDM maka secara 

tidak langsung suatu organisasi telah melakukan adaptasi atas perubahan lingkungan dan 

perkembangan era untuk membangun SDM yang lebih berkualitas, karena dengan hal tersebut 

maka kinerja organisasi akan semakin meningkat (Sirih et al., 2019). Selain itu, Pengembangan 

SDM Aparatur menjadi penting untuk dilakukan karena akan memudahkan lembaga pemerintah 

baik kecil maupun besar untuk mencapai tujuan mereka yang terkait dengan jumlah pekerja 

dengan keterampilan yang diperlukan untuk membantu proses organisasi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pada intinya, Membangun SDM Aparatur mencakup 

pengembangan kompetensi diri yang unggul di dalam diri aparatur SDM itu sendiri sesuai 

dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan serta bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kecerdasan unggul, kemampuan unggul, dan sikap mental yang unggul (Annisah, 2017; Zaenuri, 

2015). 

SDM di berbagai jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi diri dalam 

manajemen e-resources, manajerial leadership, literasi digital dan research serta melakukan 

transformasi sebagai persiapan menghadapi perubahan yang semakin cepat dalam mewujudkan 

masyarakat berpengetahuan (Nashihuddin & Suryono, 2018). Untuk membangun birokrasi yang 

cepat dan gesit dalam menyediakan layanan publik diperlukan pembenahan secara struktural 

(Faedlulloh et al., 2020). Kemudian, Keberlanjutan akan reformasi birokrasi harus tetap 

dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menyebabkan adanya rasa 

kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dari aparatur pemerintah 

(Purwaningsih et al., 2019). Sehingga, Reformasi birokrasi terkait erat dengan aspek reformasi 

lainnya seperti pergeseran pola pikir, pengembangan struktur layanan publik berbasis teknologi, 

serta penyempurnaan regulasi dan kepemimpinan (Hartanto, 2019). 
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Sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan pendekatan bottom-up dapat menjadi 

alternatif dalam proses pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan (Yuhefizar et al., 2019). 

Oleh karena itu adanya inovasi diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan dan 

pengembangan SDM aparatur pemerintah secara berkelanjutan agar dapat menciptakan inovasi 

pelayanan publik yang berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Wardani, 2019). 

Keinginan publik akan birokrasi yang transparan dan akuntabel, ditambah dengan kondisi 

lingkungan yang semakin tidak menentu, mendorong pemerintah untuk bereksperimen dengan 

tata kelola sebagai bagian dari upayanya untuk mereformasi administrasi sektor publik (Kurniati 

& Nugroho, 2019). Sehingga revitalisasi birokrasi dalam melakukan transformasi birokrasi yang 

berorientasi ke arah e-governance dilakukan dengan mengembangkan inovasi, membangun 

kolaborasi dan sinergi serta memberikan respons atas terjadinya perubahan lingkungan yang 

sangat cepat (Rahadian, 2019). Selain itu, orientasi  pelayanan  publik kepada masyarakat tidak 

hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi, akan tetapi juga menjadi unsur strategis 

dalam mengembangkan pelayanan birokrasi pemerintah di masa depan (Hidayat, 2019). Oleh 

karena itu, Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, Aparatur pemerintah 

harus mampu meningkatkan kompetensi dirinya dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta 

harus memiliki kreativitas untuk mengantisipasi berbagai persoalan baik formal maupun 

informal (Sakti, 2019), melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan yang sudah banyak dilakukan 

pada sektor publik, untuk memaksimalkan produktivitas hasil kerja yang dilaksanakannya 

(Yudoprakoso, 2019). Dengan demikian, Penerapan teknologi kecerdasan buatan akan dapat 

memberikan manfaat untuk membantu memperoleh informasi melalui pengumpulan data yang 

dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan sistem otomatisasi di masa 

depan (Saluky, 2018). 

Dalam era disrupsi teknologi sampai munculnya revolusi industri 4.0, aparatur pemerintah 

memainkan peran vital dalam administrasi pemerintahan (Nasution et al., 2019), di mana dalam 

revolusi industri 4.0 dibutuhkan komitmen dan kesadaran diri untuk membangun budaya 

birokrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat (Rivai, 2019). Untuk membangun sumber daya 

manusia yang berdaya saing tinggi, diperlukan peningkatan keterampilan, pendidikan dan 

pelatihan, serta peningkatan budaya kerja (Sihite, 2018). Secara historis, pada era revolusi 

industri 4.0, berbagai jenis teknologi mengantarkan perubahan budaya kerja manusia menuju era 

digitalisasi dan otomatisasi (Suwardana, 2018). Kemudian, karena adanya komponen pelengkap 

yang berbeda, baik era revolusi industri 4.0 maupun era society 5.0 akan dapat mempengaruhi 

semua aktivitas manusia. Untuk mencapai tujuan era society 5.0 diawali dengan menciptakan 

“human-centric society” yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat serta memberikan 

solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wasitarini, 2019). Ketika di era industri 

4.0, semua informasi yang terkumpul melalui jaringan akan dianalisis langsung oleh manusia, 

memasuki era society 5.0 sebagian besar jumlah informasi dari sensor pada ruang fisik akan 

diakumulasi menjadi satu dalam cyberspace yang akan dianalisis menggunakan artificial 

intelligence di mana nantinya hasil analisis tersebut melalui feedback akan diberikan kembali ke 

manusia yang berada di ruang fisik dalam berbagai macam bentuk yang dihasilkan (Arief & 

Saputra, 2019). Oleh karena itu, untuk mendorong tata kelola yang cerdas, kualitas konten harus 

ditingkatkan, seiring dengan kecepatan publikasi, dengan tetap memperhatikan keakuratan data 

dan informasi (Maizunati, 2018). 

Jika di telusuri kembali, pada dasarnya berbagai tahapan konsep society bermula dari 

society 1.0 yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berburu dan berkumpul dalam 

keharmonian dengan alam. Kemudian, society 2.0 merupakan konsep suatu kelompok budidaya 

pertanian, kemajuan organisasi, dan pembangunan negara. Selanjutnya, Society 3.0 adalah 

konsep masyarakat yang mampu mendorong industrialisasi dan memfasilitasi produksi massal 

melalui revolusi industri. Sedangkan, konsep Society 4.0 akan mengidentifikasi masyarakat 

informasi yang mewujudkan nilai tambah yang lebih besar dengan menghubungkan aset tidak 
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berwujud melalui jaringan informasi. Kemudian, era society 5.0 saat ini merupakan suatu 

terobosan konsep masyarakat informasi yang dibangun di atas society 4.0 dan bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang sejahtera di mana setiap orang akan 

menikmati hidup secara maksimal (Fukuyama, 2018; Harayama, 2016). 

Pada intinya, era society 5.0 memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan 

melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat 

(Wasitarini, 2019). Era society 5.0 mengacu pada konsep yang menerapkan teknologi pada 

revolusi industri 4.0 yang memperhatikan aspek humaniora untuk melahirkan cara-cara 

penyelesaian masalah-masalah sosial (Faruqi, 2019). Kemudian, era society 5.0 adalah suatu 

bentuk kecerdasan sosial yang secara kuat dapat mengintegrasi antara ruang fisik dan ruang 

cyber (Salgues, 2018). Dengan demikian, era society 5.0 dapat dipahami sebagai salah satu 

bentuk kehidupan masyarakat yang menggabungkan data melalui teknologi informasi untuk 

mendorong peningkatan kecerdasan sumber daya manusia dalam pengembangan berbagai 

peluang yang dapat dilaksanakan berdasarkan aspek humaniora guna menyelesaikan berbagai 

persoalan sosial.  

Dalam konteks birokrasi di Indonesia, saat ini terlihat dengan jelas bahwa orientasi 

pelayanan publik masih belum berjalan maksimal karena berbagai faktor yang perlu dibenahi, 

serta menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi sektor 

publiknya (Wicaksono et al., 2019; Islah, 2018). Pertama, Masalah korupsi di birokrasi telah 

menjadi bagian dari feodalisme yang masih terpelihara dalam sistem birokrasi, karena berbagai 

keputusan publik yang diambil melalui birokrasi pemerintahan tidak pernah lepas dari pola top-

down (Hasan, 2012). Kedua, Banyaknya penyuapan yang melibatkan pejabat politik dan pejabat 

birokrasi menjadi ancaman nyata terhadap nilai budaya luhur bangsa karena bertentangan dengan 

tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Azhary, 2019). Ketiga, 

masih dominannya patologi birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan publik dan belum 

mampu diminimalisir secara optimal. Sehingga, pemahaman secara holistik dan komprehensif 

oleh aparatur birokrasi terhadap pola hubungan korupsi yang sering terjadi diyakini menjadi 

penting agar dapat meminimalisasir terjadinya tindak korupsi di sektor pelayanan publik (Hadi, 

2016). Selain itu, ketidakmampuan birokrasi dalam mendukung terciptanya era society 5.0 juga 

merupakan dinamika yang begitu kompleks di Indonesia (Kumorotomo, 2019; Sugiono, 2020). 

Hal ini dikarenakan di era Society 5.0 birokrasi di Indonesia harus mampu memahami berbagai 

pemanfaatan big data sebagai sumber informasi yang didukung oleh teknologi dan kesiapan para 

aktor dalam proses pembuatan kebijakan serta juga harus memperhatikan aspek-aspek 

kemanusiaan lainnya bagi masyarakat (Rahmanto et al., 2021). 

Banyak kajian sebelumnya telah melakukan berbagai studi tentang perubahan birokrasi 

dalam tata kelola sumber daya manusia (SDM) pemerintah. Di mana penelitian (Umam, 2019) 

menemukan bahwa kepemimpinan transformatif sebagai upaya dalam mengubah birokrasi 

dipercaya mampu meningkatkan kinerja birokrasi menghadapi tantangan pembaruan dan 

tuntutan perubahan era. Hal tersebut juga didukung oleh temuan (Parjaman et al., 2019) yang 

menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam birokrasi memiliki peran penting dalam penguatan 

kapasitas SDM Aparatur, sebagai motivator dan inspirator untuk membawa perubahan dan 

adaptasi organisasi pada perkembangan zaman serta menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, 

Dalam tata kelola reformasi birokrasi menurut (Setiawan & Fauzi, 2019) dikatakan bahwa peran 

etika politik adalah sebagai alat kontrol dan pengawasan yang sangat efektif untuk mendukung 

keberhasilan reformasi birokrasi. Kemudian penelitian dari (Soekarsono, 2019) yang menyatakan 

bahwa memasuki era disrupsi, Pemerintah perlu mengubah mental birokrasi menjadi bermental 

korporasi. Berikutnya, Penelitian dari (Henriyani, 2019) memaparkan bahwa kebudayaan akan 

berdampak kuat pada perbaikan hasil reformasi, karena berkaitan dengan kepercayaan pada 

prinsip dan sikap yang dibentuk dan diekspresikan dalam birokrasi itu sendiri. 
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Penelitian ini menjadi penting karena berbagai dinamika yang kompleks telah terjadi dalam 

tata kelola perencanaan pengembangan SDM aparatur birokrasi di era society 5.0 yang semakin 

pesat karena harus menyelaraskan antara kapabilitas birokrasi yang siap akan kemajuan 

teknologi dan juga mampu memperhatikan aspek perubahan kehidupan masyarakat secara 

berkelanjutan (Alekseev-apraksin & Bertova, 2021; Fujii et al., 2018; Roblek et al., 2020). 

Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan 

penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di Indonesia. Oleh karena itu, Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan berbagai upaya penguatan reformasi birokrasi menuju era society 

5.0 melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kemudian, Alasan 

penting dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat memahami lebih jauh terkait peranan 

KemenPANRB dalam menata, mengelola dan mengembangkan kemampuan setiap aparatur 

negara. Selain itu, Melalui KemenPANRB, perencanaan pengembangan SDM Aparatur melalui 

pengembangan kompetensi dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi juga harus tetap 

mengedepankan karakter humanisme dalam setiap melayani masyarakat maupun menyelesaikan 

persoalan publik lainnya. Dengan demikian, hal tersebut menarik untuk dianalisis lebih 

mendalam agar tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur dapat berdampak 

terhadap keberhasilan reformasi birokrasi di organisasi pemerintah dalam merespons segala 

bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana disajikan pada 

Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Kerangka Teoretis 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Aspers & Corte, 2019), yang 

bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana tata kelola perencanaan pengembangan SDM 

Aparatur dalam memperkuat reformasi birokrasi untuk merespons terjadinya segala perubahan 

lingkungan dan perkembangan masyarakat menuju era society 5.0 oleh KemenPANRB. Oleh 

karena itu, Penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai tata kelola perencanaan 

pengembangan SDM Aparatur untuk memperkuat reformasi birokrasi menghadapi perubahan era 

menuju era society 5.0 di mana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja SDM akan 

tetap mempertimbangkan aspek humanisme dalam setiap penyelesaian masalah sosial. 

Kemudian, Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik literature review 

yaitu metode pengumpulan informasi penelitian dari berbagai buku dan jurnal yang relevan 

dengan fokus studi (Farida, 2019). Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus yang merupakan suatu aplikasi penelitian kualitatif yang 

mampu melakukan analisis data secara efektif dan efisien serta mampu menampilkan data ke 

dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram (Bandur, 2019). Berikutnya, dilakukan penarikan 

kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data dengan melakukan interpretasi melalui 

refleksi terhadap data penelitian (Gumilang, 2016). 
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Hasil dan Pembahasan 
Seiring dengan laju perkembangan teknologi dan penciptaan inovasi, pada prosesnya tata 

kelola pemerintahan yang baik di Indonesia belum dapat diadopsi dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari karena tidak ada platform yang disiapkan dalam  menuju era society 5.0 (Sugiono, 

2020). Penelitian (Saksono & Manoby, 2021), menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan di 

Indonesia belum dapat berjalan secara optimal untuk mendorong terwujudnya era society 5.0. 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yaitu peningkatan infrastruktur 

internet yang menjangkau wilayah pelosok, penyiapan legal framework, kerja sama lembaga 

negara dan korporasi, dan penguatan kebijakan inovatif berbasis riset yang mendukung 

terciptanya birokrasi menuju era society 5.0 di Indonesia. Secara global, konsep society dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Perubahan Konsep Society  

(Sumber: Faruqi, 2019). 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa secara global konsep society dimulai dari era society 1.0 

ketika masyarakat berburu dan mencari bahan makanan serta pola kehidupan yang sangat erat 

dengan kehidupan alam sekitar. Sedangkan di era society 2.0 pola kehidupan masyarakat 

cenderung pada konsep budidaya pertanian. Selanjutnya, di era Society 3.0 konsep kehidupan 

masyarakat berevolusi pada konsep industrialisasi. Kemudian, di era Society 4.0 konsep 

kehidupan masyarakat didominasi pada pola sistem informasi. Berikutnya, menuju era Society 

5.0, setiap negara didunia diharapkan mampu mengadopsi suatu konsep kehidupan masyarakat 

dalam era teknologi dan informasi yang ditandai dengan perkembangan Artificial Intelligence, 

Robotics, Automation, Big Data, dan Internet of Things (Faruqi, 2019; Fukuyama, 2018). 

Dengan demikian, Perubahan era dengan disertai perkembangan teknologi yang semakin 

cepat telah menghadirkan konsekuensi besar bagi setiap organisasi termasuk organisasi di sektor 

pemerintahan (Saksono & Manoby, 2021). Dalam merespons perubahan tersebut untuk 

mewujudkan dimensi pembangunan nasional yang meliputi pembangunan SDM, pembangunan 

sektor unggulan serta pembangunan kewilayahan dapat dilakukan melalui tata kelola SDM 

Aparatur dan reformasi birokrasi. Birokrasi pemerintahan telah berkembang menjadi senjata 

esensial dalam masyarakat modern, di mana keberlanjutan reformasi birokrasi merupakan 

konsekuensi logis dari tujuan utama negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Fajriah & 

Razak, 2020). Implementasi reformasi birokrasi SDM Aparatur mempunyai peran strategis dan 

penting sebagai bagian dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, sehingga tanpa 

adanya reformasi birokrasi yang baik maka setiap target yang telah ditetapkan untuk mencapai 

pembangunan nasional akan sulit tercapai. Oleh karenanya dalam reformasi birokrasi penting 

untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan melalui berbagai macam regulasi, modernisasi 

kebijakan tata kelola SDM Aparatur di tingkat pusat dan daerah dengan menyesuaikan tugas 

https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/index
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2656-5277
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/1829-5827


Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 
 

33 
 

fungsi organisasi pemerintah atas terjadinya perubahan era yang cepat. Sebagai upaya dalam 

mewujudkan good governance dapat dilakukan melalui peningkatan SDM Aparatur, dan 

melakukan integrasi pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan layanan pemerintah, 

penyederhanaan berbagai regulasi dan reformasi birokrasi (Mardawani & Relita, 2019). Hal ini 

sebagaimana disajikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0  

(Sumber: Hasil Mind Mapping NVivo12 Plus, 2021). 

 

Dari Gambar 3 di atas terlihat bahwa adanya reformasi birokrasi dilakukan untuk 

menciptakan birokrasi yang akuntabel, bersih dan juga transparan serta adanya tuntutan untuk 

menyesuaikan terhadap perkembangan era dan teknologi. Birokrasi yang akuntabel dilaksanakan 

dengan harapan setiap kegiatan dan output yang dilakukan oleh aparatur birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, birokrasi yang bersih diharapkan akan 

menjadikan setiap pegawai pemerintah memiliki integritas tinggi serta bebas dari segala bentuk 

kepentingan politik dan tindakan korupsi. Selanjutnya, birokrasi yang transparan diharapkan 

akan menjadikan tata kelola SDM Aparatur pemerintah bersifat terbuka untuk publik mulai dari 

penyelenggaraan sistem rekrutmen, penempatan pegawai, sistem promosi dan mutasi jabatan 

sampai pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan tugas 

dan fungsi organisasi pemerintah. 

Reformasi birokrasi SDM Aparatur yang dilakukan harus mampu menyesuaikan dengan 

setiap dimensi perubahan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan 

nasional. Reformasi birokrasi SDM Aparatur menjadi prasyarat dasar untuk menciptakan 

kualitas SDM pemerintahan yang unggul, lebih profesional, berkinerja tinggi, bersih dan 

akuntabel sehingga mampu menghadapi segala bentuk perubahan perkembangan global dimasa 

mendatang. SDM Aparatur yang mampu melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, konstruksi, dan pelayanan publik sangat dibutuhkan guna mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi, serta kondisi yang semakin kompetitif di segala aspek 

kehidupan sosial. Melalui SDM Aparatur yang semakin berkualitas maka dapat memberikan 

kontribusi optimal kepada publik serta menjadikan organisasi pemerintah yang unggul dalam 

menyesuaikan terhadap perubahan global dan tuntutan dari publik. Sehingga tata kelola sumber 

daya manusia diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas organisasi pemerintah melalui 

pengembangan SDM Aparatur dengan berorientasi kompetensi terhadap ICT yang berperan 

penting mendukung pelaksanaan tugas dimasa depan (Rustandi, 2019). 
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Melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur yang terstruktur dengan 

baik, maka dimasa depan akan dapat menciptakan birokrasi era society 5.0 yang merupakan 

suatu konsep birokrasi pemerintah dengan kualitas SDM Aparatur yang unggul pengetahuan, 

unggul ketrampilan dan unggul sikap dan mental. Menyesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan era maka sudah menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah memiliki 

keunggulan dalam pengetahuan yang berarti mampu mengetahui perkembangan informasi 

pengetahuan baik dari tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian unggul dalam 

keterampilan artinya dengan kompetensi yang dimiliki mampu memanfaatkan segala bentuk 

sarana prasarana teknologi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pekerjaan yang ada. 

Unggul dalam sikap mental artinya setiap pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya yang didukung dengan pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan sisi humanisme 

ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengambilan peran sebagai 

problem solving untuk segala bentuk permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan era yang 

menyebabkan timbulnya kompleksitas permasalahan di sektor publik. Sehingga birokrasi society 

5.0 yang merupakan birokrasi masa depan sangat membutuhkan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan SDM Aparatur pemerintah yang 

berkompeten secara bersama-sama untuk dapat berkontribusi secara optimal terhadap berbagai 

sektor kehidupan sosial masyarakat (Faruqi, 2019). 

Pengelolaan pemerintahan dan sumber daya manusia yang efektif dengan didukung oleh 

sistem pengawasan dan transparansi akan mendorong potensi perbaikan pola pikir dan budaya 

masing-masing birokrat menuju budaya yang lebih kompeten, efisien, dan akuntabel. Selain itu, 

Penerapan reformasi birokrasi sumber daya manusia diharapkan dapat menurunkan angka 

korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kebijakan dan layanan publik, serta efisiensi 

pegawai. Sehingga hasil pembangunan nasional secara nyata akan dirasakan seluruh lapisan 

masyarakat. Kemudian, Upaya menciptakan birokrasi society 5.0 pada akhirnya akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Situasi dalam proses tersebut akan 

berdampak pada gambaran ideal dari birokrasi, yaitu kemampuan beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan teknologi, serta menjadi birokrasi yang peka terhadap berbagai jenis 

tuntutan masyarakat. Semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja birokrasi merupakan 

salah satu dampak semakin majunya perkembangan era sehingga aparatur birokrasi harus 

mampu membangun budaya birokrasi yang responsif serta aspiratif dalam memenuhi keinginan 

publik (Rivai, 2019). 

Adanya tuntutan dari masyarakat dan tuntutan perkembangan era baik di tingkat nasional 

maupun global terhadap kualitas kompetensi dari SDM Aparatur pemerintah yang profesional 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat 

menjadikan urgensi reformasi birokrasi SDM Aparatur sebagai suatu hal yang tidak bisa ditunda 

lagi. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu tata kelola perencanaan pengembangan SDM 

Aparatur pemerintah yang baik untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki profesionalitas, berkinerja tinggi serta unggul dalam bidang pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental pada masa mendatang. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka sudah 

seharusnya SDM di berbagai jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi diri dalam 

manajemen e-resources, manajerial leadership, literasi digital serta melakukan transformasi 

kepemimpinan sebagai upaya dalam mengubah birokrasi untuk menghadapi tantangan 

pembaruan dan tuntutan perubahan era (Nashihuddin & Suryono, 2018; Umam, 2019). 
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Tata Kelola SDM Aparatur Menuju Birokrasi Era Society 5.0 

Sebagai instrumen penting dalam tata kelola SDM Aparatur, maka salah satu upaya yang 

dilakukan oleh KemenPANRB untuk memperkuat reformasi birokrasi adalah melalui 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Dalam orientasinya, pelaksanaan 

perencanaan pengembangan SDM Aparatur bertujuan untuk menghasilkan PNS yang 

berkualitas, memiliki nilai-nilai fundamental, kompetensi profesional, bebas intervensi politik, 

dan tidak terlibat dalam praktik kolusi maupun nepotis. Aparatur pemerintah sebagai suatu 

disiplin ilmu diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan diri, serta 

mempertanggungjawabkan keberhasilannya melalui penggunaan kerangka kerja sistem merit 

(berbasis kompetensi) dalam pelaksanaan pengelolaan SDM bagi aparatur pemerintah. Dengan 

demikian, Kompetensi memainkan peran penting dalam menumbuhkan produktivitas SDM di 

periode kemajuan teknologi yang memungkinkannya untuk berperan dalam mencapai tujuan 

organisasi (Sihite, 2018). Untuk mendukung keberhasilan aparatur dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pemerintah maka setiap pegawai harus memiliki profesionalitas kerja yang diperkuat 

dengan pelaksanaan rencana pengembangan SDM Aparatur berbasis sistem merit.  

KemenPANRB telah mengatur penciptaan SDM Aparatur melalui sistem merit yang 

membandingkan keahlian, kinerja, dan kompetensi yang dibutuhkan suatu peran dengan tingkat 

kompetensi dan kinerja yang dimiliki pelamar pada tahap rekrutmen, pengangkatan, dan promosi 

jabatan yang digabungkan secara transparan dan kompetitif. Lebih lanjut, pemilihan karier PNS 

difokuskan pada keterampilan, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan departemen di 

pemerintahan, dengan tetap memperhatikan masalah integritas dan moralitas. Kejujuran dan 

kepatuhan terhadap regulasi, kesediaan untuk berkolaborasi, dan pemberian layanan yang 

optimal kepada masyarakat adalah ukuran dari aspek integritas. Sedangkan penerapan dan 

pengamalan prinsip-prinsip agama, budaya, dan sosial digunakan untuk menentukan aspek 

moralitas. Sasaran utama dari KemenPANRB untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur 

meliputi kompetisi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Spesialisasi 

pendidikan, persiapan profesional praktis, dan pengalaman kerja teknis semuanya dapat 

digunakan untuk menilai kompetensi teknis. Tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan 

pengalaman kepemimpinan akan digunakan untuk menilai kompetensi manajerial. Pengalaman 

kerja dalam masyarakat majemuk baik dari segi agama, suku, dan budaya akan digunakan untuk 

menentukan kompetensi sosial kultural agar memberikan perspektif kebangsaan. Selain itu, 

peningkatan kompetensi juga akan dilaksanakan melalui kesempatan bekerja di instansi lain di 

area pusat dan lokal serta melalui pertukaran pegawai negeri dan swasta dengan maksimal waktu 

satu tahun dalam koordinasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian 

Negara (BKN). Alhasil, berbagai inisiatif KemenPANRB merupakan implementasi dalam 

memperkuat reformasi birokrasi dengan produktivitas tinggi dalam menghadapi persaingan 

dalam periode pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat. 

Kemudian, Revitalisasi birokrasi SDM Aparatur yang dilakukan dengan transformasi 

birokrasi ke arah e-governance melalui pengembangan inovasi, membangun kolaborasi dan 

sinergi serta dengan memberikan respons atas terjadinya perubahan lingkungan yang sangat 

cepat dan perkembangan era teknologi (Rahadian, 2019). Dengan terwujudnya birokrasi society 

5.0 melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi 

maka diharapkan adanya perbaikan dalam hal sejauh mana aparatur pemerintah bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasalnya, tindakan korupsi telah mengakibatkan pelanggaran hak 

ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan (Azhary, 2019). Birokrasi society 5.0 akan mendorong produksi layanan publik 

berkualitas tinggi untuk kebutuhan negara yang sedang berjuang melawan dinamika global yang 

lebih ketat. Selain itu, kapasitas dan tanggung jawab birokrasi untuk keberhasilannya akan 

meningkat, dan pola pikir serta budaya yang mewakili integritas dan kinerja akan semakin 

meningkat di masa depan. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Pengembangan SDM Aparatur Menuju Birokrasi Society 5.0  

(Sumber: Hasil Pearson Correlations Cluster Analyses NVivo12 Plus, 2021). 

 

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa adanya perkembangan era dan teknologi akan 

mendorong pemerintah untuk menjadikan birokrasi bersih dan akuntabel sehingga akan 

berdampak pada terwujudnya aparatur pemerintah yang unggul ketrampilan, unggul sikap mental 

dan unggul pengetahuan. Untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka setiap 

SDM Aparatur harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang unggul dalam menggunakan 

teknologi sehingga kinerja birokrasi dapat berjalan optimal serta hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sebagai upaya penting untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi itu sendiri pada masa mendatang. Sehingga, dalam 

melakukan tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur untuk menjadi birokrasi 

society 5.0 perlu dilakukan dengan melalui upaya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan 

akuntabel secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi dapat dilakukan 

melalui perencanaan pengembangan SDM Aparatur dengan transformasi menuju e-governance 

melalui inovasi, kolaborasi, membangun sinergi serta menjadikan birokrasi responsif terhadap 

perubahan era dan perkembangan teknologi secara cepat dimasa depan (Rahadian, 2019). 

Kemudian, Birokrasi society 5.0 berupaya untuk menjadikan pembangunan aparatur negara 

yang berkesinambungan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat 

sehingga akan menjadikan SDM Aparatur yang berdaya saing dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional. Dengan keterpaduan pemanfaatan teknologi di dalam birokrasi 

pemerintahan maka akan menciptakan SDM Aparatur dengan sistem kinerja yang terintegrasi 

antara birokrasi di level pusat dan diaras lokal. Penggunaan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik untuk mengefisienkan birokrasi dapat menjadi inisiatif strategis untuk mewujudkan 

pemerintahan yang efektif, andal, dan transparan (Yuhefizar et al., 2019). Hal ini akan 

menghasilkan birokrasi pemerintahan yang kuat dan akan mendorong terlaksananya kebijakan 

dan program pembangunan nasional yang terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan 

antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan SDM Aparatur yang berorientasi 

terhadap keunggulan kompetensi pengetahuan dan keterampilan akan dapat mengelola ICT yang 

terintegrasi dengan aman dan andal. Sedangkan pengembangan aparatur pemerintah yang unggul 

sikap mental dapat mengelola pelayanan dengan inovatif, adaptif dan responsif melalui sikap 

humanis terhadap segala bentuk perubahan dan keinginan kebutuhan masyarakat. Tata kelola 

pengembangan SDM diperlukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur negara terhadap 
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pemanfaatan ICT sehingga dapat berkontribusi secara optimal untuk mewujudkan good 

governance (Faruqi, 2019; Mardawani & Relita, 2019; Rustandi, 2019). 

 

Menuju Birokrasi Society 5.0 

Perkembangan era dan teknologi yang semakin cepat telah mendorong birokrasi untuk 

melakukan perubahan melalui tata kelola pengembangan SDM Aparatur. Sumber daya manusia 

sebagai penggerak dan dinamika pemerintahan berada pada garda terdepan dalam melakukan 

perubahan dalam mewujudkan aparatur negara yang kompeten, yaitu aparatur SDM yang 

memiliki keahlian dan keterampilan manajerial yang unggul, guna mempercepat pembangunan 

tata pemerintahan yang baik. Karena dinamika perubahan lingkungan yang semakin 

membutuhkan kemampuan analitis untuk menghasilkan informasi, maka penting dilakukan 

pengembangan SDM birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan keterampilan belajar yang 

berkelanjutan (Gunastri, 2013). Dalam rangka meningkatkan proses pembangunan berkelanjutan, 

motivasi bagi pegawai untuk terus belajar dan menambah pengetahuannya tentang pekerjaan di 

unit lainnya akan membuat seorang pegawai tidak hanya menguasai satu bidang saja, akan tetapi 

dapat menguasai dan tahu bagaimana melaksanakan pekerjaan di semua bidang. Diperkuat 

dengan keterampilan ICT, literasi pengetahuan dan literasi media, serta pemahaman tentang data 

besar dan kecerdasan buatan (Arief & Saputra, 2019). 

Dewasa kini, Pemerintah sudah mestinya harus fokus pada pengembangan SDM Aparatur 

yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang signifikan dan relevan secara 

substansial dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Pengetahuan substansial yakni 

penguasaan pengetahuan yang meliputi kemampuan kognitif dan analitik. Sedangkan 

pengetahuan kontekstual yakni kemampuan SDM dalam memahami kondisi lingkungan 

organisasi baik lingkungan alam, sosial, budaya, dan iklim kerja. Tidak hanya itu, Birokrasi juga 

harus mampu mengadopsi teknologi dan memiliki pengetahuan terkait big data yang terintegrasi 

ke semua unit yang ada di birokrasi. Sehingga diperlukan internalisasi budaya akademis ke 

dalam birokrasi agar SDM Aparatur memiliki mental pembelajar dan termotivasi meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu SDM Aparatur di 

masa depan harus memiliki keterampilan mental, keterampilan sosial, dan keterampilan manual. 

Keterampilan mental, yaitu penguasaan atas keahlian seseorang dalam menghadapi fenomena 

dan kejadian yang muncul di sekitar dunia, serta kemampuan untuk melakukan kajian yang 

akurat terhadap peristiwa yang terjadi. Keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk bergaul 

dengan orang lain dan bisa saling berkolaborasi. Sementara itu, keterampilan manual mengacu 

pada kemampuan seseorang untuk menggunakan anggota tubuh dan indranya untuk 

menghasilkan barang dan jasa kreatif yang bernilai tinggi dan berorientasi pada inovasi.  Pada 

prosesnya, Inovasi diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan dan pengembangan SDM 

aparatur pemerintah agar mampu menciptakan inovasi pelayanan publik yang berorientasi 

terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Wardani, 2019). Dengan demikian, keterampilan dan 

kemampuan spesifik aparatur pemerintah dapat menjadi landasan bagi pengembangan pola pikir 

profesional seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya dalam mengidentifikasi kebutuhan 

masyarakat, menetapkan tujuan, dan memprioritaskan program berdasarkan kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Alhasil, birokrasi akan lebih mampu merespons setiap persoalan yang 

muncul, menunjukkan fleksibilitas dalam segala keadaan, dan menjaga kepercayaan publik. 

Sehingga, Adanya komitmen dan kesadaran diri sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur 

pemerintah untuk membangun budaya birokrasi agar tidak kehilangan kepercayaan publik 

(Rivai, 2019).    

Birokrasi society 5.0 selain memiliki keunggulan pengetahuan dan keterampilan dalam 

memanfaatkan teknologi juga harus unggul dalam sikap mental. Profesionalisme SDM aparatur 

tidak hanya sebatas keahlian dalam berteknologi dan pengetahuan tinggi, tetapi harus diimbangi 

dengan perilaku yang beretika moral. Hal ini karena SDM aparatur bukan hanya bekerja untuk 
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kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Dibutuhkan perubahan budaya 

birokrasi yang responsif dan aspiratif dalam merespons setiap bentuk tuntutan publik sehingga 

SDM Aparatur perlu melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sikap mental perilaku 

aparatur birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan pola pikir dan 

sikap mental SDM terhadap modernitas dalam birokrasi society 5.0, ke depannya harus mampu 

menghasilkan birokrasi dengan budaya kerja yang berkelanjutan, efektif, manusiawi, disiplin, 

dan kompeten (Sihite, 2018). Hal ini menjadi dasar dari upaya mengintegrasikan tata kelola 

sumber daya manusia ke dalam tata kelola yang dinamis berdasarkan prinsip pemikiran 

antisipatif, reflektif, dan kreatif yang menguntungkan organisasi pemerintah. Sehingga mereka 

tidak hanya memiliki posisi yang baik secara kelembagaan untuk menangani isu-isu publik, 

tetapi juga memiliki modal mental untuk menghadapi potensi tantangan dan meningkatkan 

kepercayaan publik. 

Secara fundamental, birokrasi society 5.0 akan berperan menjadi birokrasi dengan 

berlandaskan karakteristik yang lebih peduli terhadap masyarakat. Setiap aparatur negara yang 

merupakan seorang birokrat sebagai pelayan publik harus memahami dan memiliki kesadaran 

sikap yang tinggi, bahwa orientasi kerja adalah memenuhi kepentingan masyarakat secara 

maksimal. Aparatur birokrasi pada era society 5.0 harus memiliki kapasitas pribadi berupa etika 

profesi dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai kehidupan sosial yang berakar pada sistem 

nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan menjadi alat kecerdasan buatan dari teknologi atau 

sebaliknya memperalat teknologi untuk mengambil keuntungan pribadi secara ilegal. Birokrasi 

dalam era society 5.0 menjadi penting untuk diwujudkan melalui pengembangan pengetahuan 

yang didukung teknologi dan kualitas sumber daya aparatur sehingga dapat berkontribusi 

terhadap dalam berbagai sektor publik (Faruqi, 2019). Pengaruh Pengembangan SDM Aparatur 

Menuju Birokrasi di Era Society 5.0 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh Pengembangan SDM Aparatur Menuju Birokrasi di Era Society 5.0 

Code A Code B Person Correlation Coefficient 

Unggul Keterampilan Perkembangan Era & 

Teknologi 

0,313527 

Unggul Sikap Mental Perkembangan Era & 

Teknologi 

0,160357 

Unggul Sikap Mental Birokrasi Transparan 0,1 

Unggul Keterampilan Birokrasi Transparan 0,069007 

Unggul Pengetahuan Perkembangan Era & 

Teknologi 

0,047619 

Nilai Person Correlation Coefficient > 0,05 Berpengaruh; < 0,05 Tidak Berpengaruh 

Sumber: Hasil Coding Cluster Analyses NVivo12 Plus, 2021 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan era dan 

teknologi secara umum akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM Aparatur menjadi SDM 

yang unggul keterampilan dan unggul sikap mental. Secara fundamental, Perkembangan era dan 

teknologi akan mendorong SDM Aparatur untuk memiliki keunggulan keterampilan dalam 

memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menghasilkan kinerja birokrasi yang tinggi dengan 

tetap menghadirkan sikap humanisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 

menyelesaikan persoalan publik (Faruqi, 2019). Kemudian, Pengembangan SDM Aparatur yang 

unggul keterampilan dan unggul sikap mental juga dipengaruhi dengan adanya birokrasi yang 

transparan. Sedangkan, Birokrasi yang transparan akan berdampak pada pengembangan 

kompetensi SDM Aparatur pemerintah dalam menciptakan aparatur birokrasi yang memiliki 

keahlian dengan didukung sikap mental yang melayani serta bersih dari tindakan korupsi yang 

dapat menjadi ancaman serius bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
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(Azhary, 2019). Namun, perkembangan era dan teknologi tidak akan serta merta dapat 

menghasilkan SDM Aparatur yang unggul pengetahuan, di mana dalam kontes ini inovasi 

diperlukan sebagai upaya untuk adaptasi terhadap terjadinya perubahan era dan tata kelola 

pengembangan SDM aparatur yang berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi (Wardani, 

2019). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penguatan reformasi 

birokrasi dalam penciptaan SDM aparatur menuju era society 5.0 di Indonesia telah dilakukan 

oleh KemenPANRB melalui sistem merit yang membandingkan keterampilan dan kompetensi 

suatu jabatan pada tahap rekrutmen, pengangkatan, dan promosi, dengan tetap 

mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Namun, penguatan reformasi birokrasi 

menuju era society 5.0 di Indonesia mengalami berbagai hambatan terkait masih dominannya 

patologi birokrasi, budaya korupsi, serta ketidaksiapan birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan 

informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perencanaan 

pengembangan SDM Aparatur oleh KemenPANRB dalam memperkuat reformasi birokrasi 

menuju era Society 5.0 harus dilakukan secara tepat dengan merespons berbagai hambatan yang 

terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. 
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